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[fAssalamu’alaikum Wr. Wb,
k

E
%’ Salam Sejahtera bagi kita semua;

' vith Sdr. Pimpinan rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita
? dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

| Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rapat Paripurna ini merupakan kelanjutan pembahasan terhadap

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

| Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada
| seluruh Fraksi atas Pemandangan Umum terhadap Penghantaran
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017, yang telah disampaikan

beberapa hari yang lalu.

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia,

o et e

Selanjutnya terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang
| bersifat saran dan koreksi, akan kami tindak lanjuti bersama-sama pada
| penyusunan anggaran belanja dan pertanggungjawaban pelaksanaan
. APBD di masa yang akan datang. Sedangkan terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi,
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kami  sampaikan jawaban dengan mengelompokkan  sesuai
permasalahan yang diajukan.

. CAPAIAN KINERJA

1. Terkait dengan pertanyaan Fraksi Persatuan Demokrat tentang
keterkaitan penyajian angka-angka dalam Laporan Keuangan
dihubungkan dengan tema sentral dan capaian skala prioritas
pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2017 adalah “Aktualisasi Jogja Gumregah dalam
Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Peningkétan Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkeadilan, Guna Menurunkan Angka Kemiskinan
dan Ketimpangan Wilayah”. Tema tersebut mengandung makna
bahwa Jogja Gumregah sebagai ikon DIY menuju ke arah
perubahan dinamika pembangunan sebagai bagian dari upaya
mewujudkan keistimewaan DIY dan semangat renaisans
Yogyakarta. Jogja Gumregah merupakan perwujudan Upaya
dalam meningkatkan aktualisasi pembangunan melalui perubahan
mindset pembangunan yang mengedepankan prinsip Hamemayu
Hayuning Bawana sebagai filosofi membangunan peradaban baru
menuju kemajuan dan kemakmuran DIY.

Kesejahteraan masyarakat adalah hal yang penting dalam aspek
pembangunan wilayah DIY, di mana kesejahteraan masyarakat
diukur dari upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan
masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju
perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas
masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur
dalam usaha mewujudkan pembangunan DIY. Lebih lanjut
kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk

2
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melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan
usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya
mendukung peningkatan distribusi barang dan komoditas, serta
membuka aksesibilitas antar-wilayah sebagai bagian dari upaya
mewujudkan pembangunan kewilayahan di DIY.

Pertumbuhan ekonomi dimaknai dengan upaya membangun
perekonomian melalui pengembangan sektor-sektor unggulan
khususnya pembangunan sektor perdagangan dan jasa dalam
mendukung pembangunan pariwisata sebagai sektor strategis
yang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor
lainnya. Pertumbuhan ekonomi di DIY juga dibangun memalui
pengembangan sektor jasa sebagai salah satu faktor basis yang
dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan
ekonomi kreatif sebagai bagian penting dalam menciptakan
lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran serta
mendukung pengembangan minat kunjungan wisata di DIY.
Penurunan angka kemiskinan dilakukan tidak hanya memberikan
bantuan, namun memberikan modal kerja, serta kesempatan
berusaha sebagai pemantik peningkatan pendapatan masyarakat.
Penurunan ketimpangan wilayah dimaknai dengan penurunan
ketimpangan terhadap penyediaan layanan dasar, penyediaan
lapangan kerja/usaha, pendayagunaan potensi strategis wilayah,
serta pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi maupun sistem distribusi barang dan
komoditas sehingga mampu meningkatkan  pendapatan
masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut,
ditetapkan prioritas pembangunan DIY di bidang Sosial Budaya,
Kesehatan, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan

3
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Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan
Pemanfaatan Ruang serta Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
Pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran
pembangunan DIY dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan
dan pelestarian budaya meningkat.

Harapan hidup masyarakat meningkat.
Melek huruf masyarakat meningkat
Aksesibilitas pendidikan meningkat.
Daya saing pendidikan meningkat.

Pendapatan masyarakat meningkat

@ "o a0 T

Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara

meningkat. '

h. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan
mancanegara meningkat.

i. Ketimpangan antar-wilayah menurun.

j. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem
transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. '

k. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.

I. Kualitas lingkungan hidup meningkat.

m. Pemanfaatan ruang terkendali.
n. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
" o. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

2. Indikator keberhasilan dari segala sektor dan skala prioritas
pembangunan yang ditetapkan Pemda DIY dalam APBD 2017
dapat dijelaskan bahwa Capaian sasaran kinerja Pemda DIY pada

2017 yang dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utafna

tor yang memiliki persentase capaian

gan 100% sebanyak 10 indikator dari

4
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menunjukkan bahwa indika

lebih besar atau sama den
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total 17 indikator. Sedangkan 5 indikator belum tercapai, atau

tingkat capaiannya berada pada aras lebih kecil dari 100%, dan 2

indikator tidak bisa diperbandingkan karena adanya perubahan

metode perhitungan oleh BPS, dengan rincian sebagai berikut:

a. Indikator Derajat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan
dan pelestarian Budaya target yang ditetapkan sebesar 70%
dan realisasi 70,21%, sehingga tingkat capaian sebesar
100,3%.

b. Angka melek huruf target ditetapkan 95% dan realisasi 94,69%,
sehingga tingkat capaian hanya 99,62%.

c. Rata-rata lama sekolah target ditetapkan 12 tahun realisasi
9,24 tahun. Realisasi tidak bisa diperbandingkan dengan target
karena adanya perubahan pengukuran oleh BPS.

d. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model
pendidikan berbasis budaya taget ditetapkan 40% dan realisasi
40,05%, sehingga tingkat capaian sebesar 100,12%.

e. Angka Harapan Hidup target ditetapkan 74,18 tahun realisasi
74,71 tahun, sehingga tercapai 100,71%.

f. Pendapatan per kapita per tahun target ditetapkan Rp8,5 juta
realisasi Rp24,53 juta. Realisasi tidak bisa diperbandingkan
dengan target karena adanya perubahan pengukuran oleh
BPS.

g. Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah diukur dengan Indeks
Williamson  ditetapkan 0,4445 realisasi 0,4662, sehingga
tingkat capaian hanya 95,12%.

h. Indeks Ketimpangan Pendapatan diukur dengan Indeks Gini
target ditetapkan 0,2878 realisasi 0,4320, sehingga tingkat
capaian hanya 49,90%.

g
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Jumlah wisatawan nNusantara target ditetapkan 4.561.646 orang
realisasi 4.831,347 orang, sehingga tercapai 105,91%.

Jumlah wisatawan mancanegara target ditetapkan 386.964
orang realisasi 397.951 orang, sehingga tercapai 102,84%.
Lama tinggal wisatawan nusantara target ditetapkan 2,6 hari
realisasi 1,98 hari, sehingga tingkat capaian hanya 76,15%.
Lama tinggal wisatawan mancanegara target ditetapkan 2,69
hari realisasi 2,13 hari, sehingga tingkat capaian hanya
79,18%. _

.Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah target ditetapkan A
realisasi A, sehingga mencapai target 100%

. Opini Pemeriksaan BPK target ditetapkan WTP realisasi WTP,
sehingga mencapai target 100%. :

. Load factor angkutan perkotaan target ditetapkan 42,57%
realisasi 42,58%, sehingga mencapai target sebesar 100,02%.
p. Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan target ditetapkan

15,72% realisasi 15,72%, sehingga mencapai target 100%.
g. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RT/RW Provinsi
meningkat target ditetapkan 64,75% realisasi 75,09%, sehingga
mencapai target 115,97%.

Dari tingkat capaian tersebut, sebagian besar kinerja indikator
menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun
sebelumnya. Untuk itu, dukungan program yang.  memiliki
signifikansi terhadap pencapaian oufcome sasaran, sangat
diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran sebagaimana
target yang sudah ditentukan. Keberhasilan pembangunan daerah

sangat tergantung atas keberhasilan pencapaian sasaran Pemda
DIY tersebut.
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3. Menj
jawab pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan

raksi [ i
Fraksi Partai Amanat Nasional terkait kemiskinan dan

pengangguran di DIY dapat kami jelaskan sebagai berikut;

Upaya dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui
program pemberdayaan fakir miskin, pengembangan lingkungan
sehat, pelayanan kesehatan (jaminan kesehatan), pengembangan
perumahan, ketenagalistrikan, penyediaan air, biaya pendidikan
(BOSDA, kartu cerdas, dan beasiswa prestasi), juga anggaran
untuk pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (BOS,
SLB, PMTAS, Beasiswa inklusi), peningkatan produktifitas tenaga
kerja, peningkatan kesempatan kerja, pembinaan UMKM dan
program pro-poor lainnya yang dilaksanakan melalui kerjasama
baik dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, masyarakat
maupun pihak-pihak lain yang terkait. Pada tahun 2017 khusus
melalui dana APBD telah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp279,2 milyar dengan realisasi sebesar RpZ68,59 milyar atau
setara dengan 96,2% meliputi 28 program dan 34 kegiatan. Hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan
dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di DIY selama 2
semester terakhir dari September 2016 sampai September 2017,
terdapat penurunan jumlah penduduk miskin dari 488,83 ribu

orang menjadi 466,33 ribu orang, sehingga dari angka. tersebut

an adanya penurunan penduduk miskin di DIY

menunjukk
sebanyak 22,5 ribu orang. Selain terjadi penurunan jumlah

penduduk miskin secara absolut,
miskin juga mengalami penurunan

persentase jumlah penduduk
dari 13,10% menjadi 12,36%

atau turun sebesar 0,74%.

{
J
1
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Langkah ke
depan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan

mengurangi
o Men 9l angka Pengangguran antara lain melalui:
. a -
gangkat Isu Kemiskinan menjadi salah satu tematik

Z:::;?:’;salit:am RKPD 2018,. ser?ingga ada penguatan

oo enan, ggaran dan k'oo.rdlnaS| Iinta!s sektor dan OPD
gulangan kemiskinan, termasuk didalamnya

Upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

b. Penajaman Desain Program dan Kegiatan pada 15 Kecamatan
dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka
pengangguran, sehingga lebih tepat sasaran.

c. Menyepakati kontribusi antara Pemda DIY dengan masing-
masing Kabupaten/Kota melalui Trilateral Desk untuk menjamin
ketersediaan anggaran dalam upaya pengurangan kemiskinan.

d. Melibatkan Forum CSR dalam upaya pengurangan kemiskinan,
dengan menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor
152/KEP/2018 tentang Struktur ~Keanggotaan  Forum
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa

Bakti 2018-2020.

e. Meningkatkan  peran dan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) DIY.

f Penetapan program-program yang bersifat pro-poor, yang
iskinan sekaligus untuk

fungsi Tim  Koordinasi

memiliki dimensi penanggulangan kem

mengurangi ketimpangan wilayah.

Il. PENDAPATAN
n Fraksi Persatuan Demokrat terkait faktor-

katan PAD dapat kami jelaskan
gkatan PAD Daerah

A. Menjawab pertanyad
faktor yang mendorong pening

sebagai berikut, faktor pendorong penin
8
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Istimewa Yy
Ogyak
8na dengan dilakukannya sistem penggalian

Ngan intensifikasi dan ekstensifikasi

» Serta  penggunaan aplikasi
pengelolaan Pendapatan yap p o

pekerjaan dan mengurangi

g membantu mempermudah

Human Error dan j
. juga untuk
menguran

9 9 celah kebocoran Pendapatan. Peningkatan kualitas

SDM dal '
am menjalankan tugas pemungutan dan pengelolaan

penf:!apatan juga memilikj peran yang sangat penting dalam
peningkatan PAD.

Terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan
PAD dengan meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan
tunggakan pajak, meningkatkan informasi dan komunikasi
perpajakan  daerah, serta meningkatkan kemudahan

pembayaran pajak melalui sistem online, one stop service,
samsat keliling, peningkatan efektivitas drive thru dan
penyerdahanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak,
pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan juru sita pajak
daerah, dan membentuk sistem pembayaran pajak melalui

sistem e-payment.

B. Penjelasan atas pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi
Persatuan Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi
Golkar dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait pendapatan

yang tidak mencapai target adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari retrn?us rare
ha perikanan dan retribusi Perpanjangd

ekerjakan Tenaga Asing)- Retribusi 1Jin
p » na adanya beberapa

i jjin trayek,

retribusi ijin usa
IMTA (ljin Mem

trayek tidak mencapai target kare
9

Scanned by CamScanner



angkutan umum yang semula plat kuning berubah menjadi
[?Iat hitam angkutan pribadi, sebanyak 114 angkutan umum
.t".dak Memperpanjang masa berlaku kartu pengawasannya,
lin angkutan sewa umum kewenangannya ditarik menjadi
kewenangan pemerintan pusat serta adanya perubahan
ketentuan penerbitan insidentil bagi angkutan umum dalam
trayek yang semula boleh dilakukan oleh perorangan
menjadi wajib berbadan hukum.

Retribusi jjin usaha perikanan tidak ada realisasi. Hal ini

disebabkan karena adanya ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan

Petambak Garam yang membebaskan pungutan usaha

perikanan, baik berupa pajak maupun retribusi bagi nelayan

kecil dengan kapal berukuran 0-10 GT, untuk kapal
berukuran lebih dari 30 GT kewenangan penarikan retribusi
ada di pusat. Untuk kegiatan perikanan budidaya, bahwa

perijinan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 menjadi kewenangan kabupaten/kota kecuali

perijinan usaha lintas kabupaten/kota kewenangan memang

ada di Provinsi, namun di DIY belum ada perijinan usaha
lintas kabupaten/kota.

Retribusi perpanjangan IMTA tidak tercapai disebabkan

beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya beberapa tenaga kerja asing tidak mengajukan
perpanjangan IMTA karena perusahaan sudah mampu
menggunakan tenaga kerja lokal yang sudah
dilatih/dididik oleh tenaga kerja asing yang pernah

digunakan.
10
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::;p::f:n‘gan IMTA maksimal dilakukan sebanyak 5 kall

Njutnya Tenaga Kerja Asing harus keluar untuk
Proses IMTA awal di Kementerian Tenaga Kerja RI.
Pada proses ini banyak yang melakukan perubahan ijin

yang semula bersifat lintas Kabupaten / Kota menjadi
satu Kabupaten / Kota saja.

2. Pendapatan dari pengelolaan Barang Milik Daerah hanya
terealisasi sebesar 89% antara lain disebabkan tidak
tercapainya realisasi pendapatan dari penjualan air curah
(SPAM Regional). Alasan tidak tercapainya penjualan air
curah (SPAM Regional) karena adanya penyesuaian standar
operasional pelaksanaan teknis dengan pihak terkait, yang
mengakibatkan keterlambatan implementasi perjanjian

kerjasama penjualan air curah sebagai dasar penerimaan.

3. Penurunan Realisasi Dana Transfer ke daerah terjadi karena
adanya penurunan penerimaan transfer Dana Bagi Hasil
Pajak dan Dana Alokasi Khusus. Penurunan penerimaan
Dana Bagi Hasil Pajak disebabkan karena penerimaan pajak
secara nasional mengalami penurunan. Penurunan realisasi
Dana Alokasi Khusus dikarenakan adanya perubahan
kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus di Tahun 2017

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

112/PMK.07/2017 yaitu sesuai nilai rencana kebutuhan dana

untuk penyelesaian kegiatan terkait.

4. Penjelasan atas target pendapatan UPT Trans Jogja yang

tidak tercapai disebabkan antara lain:
11
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a. Mas
kareﬁaari:/(:ittutrjng berminat menggunakan Trans Jogja
fasilitas bus t|da:igu bus Trans Jogja lama, beberapa
erfungsi dengan baik, jalur yang ada
b pelum menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.

Meningkatnya jumlah transportasi online.

5. Pendapatan dari pengelolaan BUKP hanya tercapai 93,44%
dari target disebabkan karena adanya persaingan antar

lembaga keuangan mikro khususnya di wilayah Kota
Yogyakarta sangat ketat.

C. Penjelasan atas pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait
pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, bahwa
pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan secara umum
berasal dari penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan
pekerjaan, sesuai dengan klausul kontrak di mana disebutkan
bahwa denda keterlambatan dikenakan 1/1000 setiap hari
keterlambatan dan pendapatan dari denda tidak dianggarkan
karena pendapatan dari denda tersebut tidak bisa diprediksi dan

tidak diharapkan terjadi.

BELANJA

Penjelasan atas pertanyaan F

Sejahtera, Fraksi Gerindra, Fraks

Perjuangan, adalah sebagai berikut :

1. Menjawab pertanyaan tentang pembe
kami jelaskan bahwa tugas modin 2
dengan peristiva kelahiran, pernikaha

raksi Golkar, Fraksi Partai{Keadilan

i Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDI

rian sertifikasi modin, dapat
ntara lain berhubungan

o dan kematian d

12

Scanned by CamScanner



tr:a?'ia'::::;d:al itu bukan merupakan jabatan profesi. Akan
an modin di DIY diakui oleh masyarakat, sehingga
Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan
dalam rangka peningkatan pengetahuan para modin di DIY.
Usulan untuk memberikan sertifikasi menjadi masukan untuk

kami dan selanjutnya akan kami kaiji lebih lanjut.

2. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu
faktor yang sangat penting untuk peningkatan ekonomi
masyarakat sebagai sarana pergerakan barang dan jasa.
Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan merupakan
salah satu prioritas pembangunan daerah yang didanai dari
sumber APBD, Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan
Dana Keistimewaan urusan tata ruang. Narr{un demikian kami

| juga menyadari masih adanya keterbatasan anggaran menjadi

faktor kurang optimalnya penanganan infrastruktur. Diharapkan

| untuk kedepan bisa menjadi perhatian bersama untuk

peningkatan penanganannya.
Peningkatan infrastruktur pendidikan telah dilakukan dengan cara

pembangunan dan rehabilitasi prasarana SMA, SMK dan SLB
serta pembangunan dan peningkatan prasarana olahraga antara

lain Stadion Mandala Krida dan GOR Amongrogo.

infrastruktur pertanian telah dilakukan melalui

4, Peningkatan
ang berasal

kebijakan revitalisasi infrastruktur pertanian baik y
dari sumber dana APBD maupun APBN antara lain berupa
pembangunan penampungan air (embung) yand berfungsi
sebagai penampung air saat hujan, membuat dan rehabilitasi
saluran irigasi tersier yang berfungsi mengalirkan air dari embung
ke kebun kelompok tani, pengembangan sumber air/irigasi
perpompaan untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

13
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. Peni i
> Peningkatan infrastruktur kesehatan  diprioritaskan untuk

mewujudkan Pelayanan kesehatan yang bermutu untuk seluruh
masyarakat di DIy terutama masyarakat kecil atau masyarakat

dengan kondisi sosial ekonomi bawah dan marginal. Upaya-
upaya yang telah dilakukan antara lain :

a. Melaksanakan akreditas;i bagi Puskesmas, Klinik, Rumah
Sakit dan Laboratorium. Tujuan akreditasi ini adalah
memberikan keunggulan kompetitif, memperkuat kepercayaan
masyarakat dan menjamin penyelenggaraan pelayanan
kesehatan bagi pasien dan masyarakat.

b. Melakukan sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan yang
diikuti dengan penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR).

c. Pelayanan Penjaminan Kesehatan bagi Kelompok Difabel dan
Upaya Preventif yang dilakukan melalui UPTD Bapel
Jamkesos.

d. Bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota juga berupaya
menginisiasi jaminan kesehatan preventif TORCH.

e. Mengembangkan program jaminan kesehatan preventif,
kuratif, dan rehabilitatif melalui Posbindu Jamkesus dan PTM
(Penyakit Tidak Menular) serta Homecare.

f. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat
Yogyakarta Sehat Lestari yang selanjutnya disebut Germas
adalah serangkaian kegiatan yangd dilakukan secara bersama-
sama oleh seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkarT
Yogyakarta Sehat Lestari, dimana perilaku ?ehat, peri
kehidupan sehat, penerapan norma dan nilai hidup sehkat;
akan menjadi budaya yang melekat di dalam m.a?yaris?k
untuk peningkatan kualitas hidup, peningkata"' aktIVItaserI\at
dan rohani, peningkatan perilaku hidup bersih dan Sen<

Hidup Sehat
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penyediaan pangan sehat dan Percepatan

: perbaikan gizi
peningkatan pencegahan dan " 92,

deteksi dini :
i Penyakit
peningkatan kualitas lingkungan da ,

N peningkatan ;
hidup sehat. edukasi

g. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan

Keluarga (PIS-PK). Ini adalah upaya mengintegrasikan
pelaksanaan program melalui pendekatan 6 komponen utama
dalam penguatan sistem kesehatan yaitu penguatan upaya
pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, sistem
informasi kesehatan, akses terhadap ketersediaan obat

essensial,  pembiayaan, dan  kepemimpinan  atau
pemerintahan.

6. Penjelasan terhadap realisasi Belanja Modal yang capaiannya

relatif kecil sebagai berikut: ,

a. Belanja modal di RS Paru Respira terealisasi sebesar
61,94% disebabkan karena adanya efisiensi belanja alat
kesehatan sebesar 1,01%, efisiensi belanja alat kantor dan
rumah tangga sebesar 2,7%, efisiensi belanja bangunan
gedung/ruang isolasi sebesar 0,43% dan tidak terealisasinya
belanja modal pembelian tanah sebesar 33,92% dikarenakan
tidak adanya kesepakatan harga dengan pemilik tanah.

b. Belanja modal di Dinas Sosial terealisasi 41,05%

sisa hasil lelang di Balai Perlindungan

dikarenakan adanya
gan dan

dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Balai Perlindun
Rehabilitasi Sosial Wanita, dan Balal Rehabllitasi Sosiald da:
Pengasuhan Anak. Selain itu Belanja Modal Pengau::n
Konstruksi Bangunan Talud Pengaman (pemband

truksi Jaringan
i al Pengadaan Kons
talud), dan Belanja Mod 5
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air (pembuatan jarinagan air) tempat rehabilitasi gogig|
S0Ssia

gelandangan pengemis di Desa Nglanggeran Kap

Gunungkidul  tidak dapat Upaten

dilaksanakan karena ijin
penggunaan lahan yang diajukan ke Kabupaten Gunungkidul

oleh Pemda DIY belum ada jawaban sampai sekarang ini.

. Belanja modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

terealisasi sebesar 62,62% karena adanya efisiensi

pengadaan angkutan darat sepeda motor disesuaikan
dengan kebutuhan.

. Belanja Modal Dinas Pertanian terealisasi sebesar 77,78%
antara lain disebabkan adanya penundaan pengadaan alat-

alat pengolahan pertanian, perlengkapan kantor, komputer,
meubelair dan konstruksi karena adanya perubahan DED.

Terkait dengan rincian anggaran dan realisasi belanja modal
per jenis angka yang benar sebagaimana telah disajikan pada
laporan realisasi anggaran.

Terkait dengan belanja bantuan sosial dan hibah yang belum
terealisasi merupakan belanja bantuan sosial kepada individu,
keluarga dan/atau masyarakat yang tidak direncanakan.
Bantuan sosial yang tidak direncanakan tersebut akan
direalisasikan apabila ada permohonan dari masyarakat
sebagai akibat adanya resiko sosial yang tidak dapat
diperkirakan pada saat penyusunan APBD. Sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2017 tidak ada permohonan dari
masyarakat. Sedangkan Belanja Hibah yang belum terealisasi
sebagian besar berasal dari Hibah Urusan Pendidikan dan
Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi. Untuk Hibah
Urusan Pendidikan realisasi berdasarkan Data Pokok
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pendidikan sedangkan Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi
Merapi realisasi hanya diperuntukkan bagi penanganan erupsi
Merapi.

9. Belanja Tidak Terduga direalisasikan sebesar 14,36% untuk
penanganan siaga darurat kekeringan di wilayah DIY,
pengembalian dana keistimewaan Tahun Anggaran 2016,
penanganan bencana banijir, tanah longsor dan angin kencang
di wilayah DIY, serta penanganan darurat jalan ruas
Jerukwudel — Sadeng Gunungkidul.

10. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 88,92% karena
adanya efisiensi belanja dan beberapa obyek belanja tidak
terserap dengan baik yaitu belanja kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan teknis bagi CPNS dan PTT sebesar
51,75%, belanja perawatan dan pengobatan sebesar 34,08%,
belanja bantuan sosial barang/jasa sebesar 79,31%, belanja
barang dan jasa BOS sebesar 89,31% dan belanja rumah
tangga pimpinan DPRD sebesar 0%

11. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY agar
serapan anggaran di tahun berikutnya lebih optimal yaitu
dengan cara melakukan  penilaian kinerja instansi untuk
mendorong optimalisasi serapan anggaran. Selain itu dengan
melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian, Rapat Koordinasi
Rutin, dan Rapat Koordinasi Penilaian Kinerja dengan SKPD.

IV. DANA KEISTIMEWAAN

Penjelasan atas pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan
Fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan dana keistimewaan
dapat kami jelaskan bahwa alokasi dana keistimewaan Tahun
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Anggaran 2017 adalah sebesar Rp800 milyar dan (i
cebesar Rp773,4 milyar atau 96,68%, sehingga masih terdagl;r:alfan
dana keistimewaan tahun 2017 sebesar Rp26,6 milyar. Pengz un:usa
Dana Keistimewaan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 2
Tahun 2012 yaitu Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan
Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp2 5
milyar, Urusan kelembagaan pemerintah daerah sebesar Rp1 1,0'3
milyar, Urusan Kebudayaan sebesar Rp420,93 milyar, Urusan
pertanahan sebesar Rp15,36 milyar dan Urusan Tata Ruang sebesar
Rp323,56 milyar. Dana Keistimewaan diajukan oleh Pemerintah
Daerah DIY dan dibahas dengan kementerian/ lembaga terkait,
kemudian dianggarkan serta ditetapkan dalam APBN sesuai dengan

kemampuan keuangan negara

SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Penjelasan atas pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai

Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Amanat

Nasional terkait dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

2017 sebesar Rp344 milyar berasal dari Pelampauan penerimaan

pendapatan sebesar Rp4.,9 milyar; Penghematan Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp131,2 milyar; Penghematan Belanja Langsung

sebesar Rp205,2 milyar; dan Pelampauan penerimaan pembiayaan

sebesar Rp2,5 milyar.

matan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp131,2 milyar
Gaji dan Tunjangan Yyang

bahan Penghasilan Berdasarkan

Penghe
terbesar dikarenakan

menyesuaikan jumiah ASN, Tam
untuk guru menyesuaikan Data Pokok

realisasi

Kelangkaan Profesi

Pendidikan dan SK Penetapan, serta Belanja Tidak Terduga yang

18

Scanned by CamScanner



Vi.

tidak direalisasikan. Penghematan Belanja |
: : an
Rp205,2 milyar dikarenakan sisa proses -~ gsung  sebesar
kegiatan, kegiatan yang ditunda S angan, efisiens;
nya, dan

persumber dari Dana Alokasi Khysy kegiatan
S

direalisasikan. yang - ftidak dapat

NERACA

Penjelasan atas pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait
Hubungan .pos-pos di Neraca dengan lampiran Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 adalah sebagai

berikut :

1. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca per 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp328,73 milyar. meliputi
konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga. sebesar Rp141,18 milyar, Dinas Kebudayaan
sebesar Rp51,35 milyar, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
sebesar Rp40,96 milyar serta Dinas Kelautan dan Perikanan

sebesar Rp95,23 milyar. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

tersebut telah dituangkan dalam lampiran XIV Daftar Rekapitulasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2017.

2. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan

dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan terdiri dari:
a. Utang Perhitungan pihak Ketiga (PFK) meliputi Uang

Jaminan Pertambangan sebesar Rp7,10 milyar dan pajak
hara pengeluaran Biro Umum dan

yang dipungut oleh benda
usan Tata Ruang) tetapi belum

Protokol (KPA Danais Ur
disetorkan ke kas negara sebesar Rp30,64 juta.
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b. Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan
Pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan
Pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai
dengan  per 31  Desember 2017  belum
dikonsumsi/dimanfaatkan dengan total sebesar Rp4,013
milyar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
sebesar Rp92,706 Juta, Dinas Perhubungan sebesar
Rp717,752 Juta, pada Dinas PPKA sebesar Rp3,187 Milyar,
Dinas Pariwisata sebesar Rp15,71 juta.

c. Utang Belanja per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,86 milyar
merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau
jasa sampai dengan 31 Desember 2017 tetapi belum dibayar
oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar
Rp63,915 Juta, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp1,725 Milyar dan Utang Belanja Lain-lain sebesar
Rp75,821 Juta.

d. Utang Jangka Pendek Lainya merupakan Utang Transfer Bagi
Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp11,91 Juta
dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp432,73 Juta.
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak merupakan kekurangan
pembayaran Bagi  Hasil  Pajak Daerah  kepada
Kabupaten/Kota sebagai konsekuensi adanya pelampauan
penerimaan pajak daerah tahun 2017 dan akan dibayarkan
tahun 2018. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang
Pembayaran Klaim Program Jaminan Kesehatan pada Bapel
Jamkesos-Dinas Kesehatan kepada RSUP Dr. Sardjito atas
pelayanan pasien miskin yang ditanggung oleh Jamkesos

tahun 2017 dan akan dibayar pada tahun 2018.
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3. Pengurangan Aset Tetap sebagaimana disajikan dalam lampiran
Xl Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp792,72
milyar dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp16,21 milyar
terdiri dari Hibah kepada Kementerian sebesar Rp14,09
milyar, dan reklasifikasi karena adanya kesalahan pencatatan
ke aset di luar tanah sebesar Rp2,12 milyar.

b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar
Rp263,99 milyar terdiri dari pemberian hibah sebesar Rp12,04
milyar, penghapusan sebesar Rp15,97 milyar, reklasifikasi ke
aset di luar peralatan mesin sebesar Rp10,07 milyar,
dikeluarkan menjadi aset ekstrakomtabel sebesar Rp1,09
milyar dan koreksi nilai perolehan aset P3D sebesar
Rp224,81 milyar.

¢. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp299,13
milyar terdiri dari pemberian hibah sebesar Rp7,82 milyar,
penghapusan Rp747,09 juta, reklasifikasi ke aset di luar
gedung dan bangunan sebesar Rp154,85 milyar , dikeluarkan
menjadi aset ekstrakomtabel sebesar Rp1,88 milyar dan
koreksi nilai perolehan aset P3D sebesar Rp133,83 milyar

d. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp186,31 milyar terdiri dari pemberian hibah sebesar
Rp888,17 juta, penghapusan Rp34,56 milyar, reklasifikasi ke
aset di luar jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp183,29
milyar, dan koreksi nilai perolehan aset P3D sebesar Rp2,01
milyar

e. Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8,12 milyar
terdiri dari pemberian hibah Rp1,69 milyar, penghapusan
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Rp3,32 juta, dikeluarkan menjadi aset ekstrakomtabel sebesar
Rp82,11 juta, reklasifikasi ke aset di luar aset tetap lainnya
sebesar Rp1,56 milyar dan koreksi nilai perolehan aset P3D

sebesar Rp4,76 milyar.
Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1 8,95

milyar merupakan reklasifikasi konstruksi ‘dalam pengerjaan

menjadi aset gedung dan bangunan.

Rincian pengurangan aset tetap tahun 2017 telah diuraikan

dalam catatan atas laporan keuangan

VI. PENGELOLAAN BUMD
ksi Partai Golongan Karya dan Fraksi

dapatan dari bagian laba
haan daerah,

Menjawab pertanyaan Fra
Partai Amanat Nasional terkait dengan pen

atas penyertaan modal pada masing-masing perusa
perusahaan swasta dan lembaga keuangan non bank dapat

dijelaskan sebagai berikut :
a. PT BPD DIY dengan penyertaan modal sebesar Rp510 milyar
dengan deviden sebesar Rp66,13 milyar atau 12,97%.

b. PD Taru Martani dengan penyertaan modal sebesar Rp15,84
milyar dengan deviden sebesar Rp1,01 milyar atau 6,41%.

c. PT AMI dengan penyertaan modal sebesar Rp21,14 milyar

dengan deviden sebesar Rp685,86 juta atau 3,24%.

PT Askrida dengan penyertaan modal sebesar Rp440 juta dengan

deviden sebesar Rp231,76 juta atau 52,67%.

BUKP dengan penyertaan modal sebesar Rp20 milyar dengan

deviden sebesar Rp3,34 milyar atau 16,73%.
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VIl. DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Penjelasan atas pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional adalah

sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017
dari 45 satuan kerja telah terealisasi sebesar 91,93%. Dana
dekonsentrasi tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan non fisik yaitu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi,
sosialisasi, pelatihan, pengendalian, penyuluhan, bimbingan dan
kegiatan lainnya yang bersifat fasilitasi.

2. Dana Tugas Pembantuan yang dikelola oleh SKPD di Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 7 satuan kerja telah
terealisasi sebesar 89,87%. Dana Tugas Pembantuan sebagian
besar digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan fisik
yaitu pembangunan gedung, pengadaan sarana dan prasarana
kesehatan, pertanian, jalan, padat karya infrastruktur dan padat

karya produktif serta kegiatan fisik lainnya.

IX. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan atas pertanyaan Fraksi Persatuan Demokrat tentang

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atas
angka yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas

Laporan Keuangan juga mencakup informasi umum tentang Pemda
DIY, kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan

laporan keuangan serta informasi penting lainnya yang dibutuhkan

oleh pengguna laporan keuangan. Secara rinci Catatan atas Laporan
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Keuangan tahun 2017 telah dijelaskan dalam Lampiran Vi| Raper
pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 aperda

Pimpinan rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat

Demikian penjelasan atas pertanyaan dalam Pemandangan Umum yan
diajukan oleh Fraksi-fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabilg
dalam penjelasan kami masih dirasa kurang dan belum memuaskan

kami berharap pada forum selanjutnya dapat dilakukan penjelasan lebih
lanjut.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama
yang baik, dalam rangka pembahasan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ini.

Wassalamu’ alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2018
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